Membaca:

Menimbang:

Mengingat:

Menetapkan
Pertama

Kedua
Ketiga

Keempat

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : W5-U9/ €91  /KP00.3/3/ 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun nomor : W5-U9/331/ Kp.00.3/2/2022
tanggal 15 FEBRUARI 2022 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan
Negeri Sarolangun ;

a.

Bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari
komitmen Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi
dilingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;

Bahwa penanganan Pengaduan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sarolangun dilaksanakan
melalui Meja Pengaduan;

Bahwa agar pelayanan meja pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk tim
penanganan Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penunjukan
Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan
dibawahnya;

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : W5-
U9/331/KP.00.3/2/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim
Penanganan Pengaduan Pengadilan Negeri Sarolangun;

Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Negeri
Sarolangun dengan susunan sebagaimana terlampir;

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu
akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : SAROLANGUN
Pada tanggal .1 .16 MARET 2022

KETUA PENGADJEAN NEGERI SAROLANGUN 4
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Membaca:

Menimbang:

Mengingat:

Menetapkan
Pertama

Kedua

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : W5-U9/ 340 IKP.00.3/2/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun nomor : W5-U9/ 1483 /
Kp.00.3/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola meja Informasi
dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Sarolangun ;

a.

B -

e

~

10.

1.

Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian
dari komitmen Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan reformasi birokrasi di
lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan di
bawahnya;

Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Sarolangun
dilaksanakan melalui meja informasi;

Bahwa agar pelayanan meja informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk tim
pengelola meja informasi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik;

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang penerimaan tamu;
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SKNVI/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Lembaga Peradilan;

Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor :
01/WKMA-NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor :
017/DJU/SKVII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan
Umum.

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun nomor : W5-U9/
1483 / Kp.00.3/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang pembentukan tim pengelola
meja Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Sarolangun;

Membentuk Tim Pengelola Meja Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri
Sarolangun dengan susunan sebagaimana terlampir;



Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu
akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari temyata
terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di . SAROLANGUN
Padatanggal ;. : 15 FEBRUARI 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUP%

" 'DEKA DIANA
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Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : W5-U9/ 320 | KP.00.3/2 /2022

TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: W5-U9 / 980 / KP.00.3 / 7/2021
tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri

Sarolangun ;

a. Bahwa Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk ~ menjaga
mengendalikan tugas — tugas yang harus dilaksanakan dan dapat berjalan sebagaimana

mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

b. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun mempunyai wewenang dan tanggung jawab
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan serta melakukan pengawasan
terhadap tugas dan tingkah laku para pejabat peradilan tingkat pertama yang dipimpinya ;

c. Bahwa tata cara pengawasan tersebut telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : KMA/ 080/ SK/ VIII /2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan ;

d. Bahwa untuk lebih mengintensifkan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pengawasan
perlu dibagi dalam bidang — bidang pengawasan dan untuk itu perlu ditunjuk Hakim pengawas

bidang ;
e. Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

W5.U9/176.b/ Kp.00.3/ 2 /2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas.

Bidang pada Pengadilan Negeri Sarolangun dipandang periu dicabut ;

f. Bahwa para Hakim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu

dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut ;

a. Undang - undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekeuasaan Kehakiman ;

b. Undang - undang Nomor 8 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

perubahan Undang — undang Nomor. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/ 2006
tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkunga Lembaga

Peradilan ;

MEMUTUSKAN

Mencabut Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: W5.U9/980/ Kp.00.3/ 7
12021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri

Sarolangun ;

Menunjuk Hakim Pengawas Bidang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;

Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Bidang untuk melaksanakan pengawasan tiap bulan dan
melaporkan hasil pengawasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun melalui Koordinator

Pengawasan Pengadilan Negeri Sarolangun ;



Keempat

Kelima

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Hakim Pengawas bidang yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Keputusan ini mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan seperlunya ;

DITETAPKAN DI . SAROLANGUN
PADA TANGGAL ~  : 15 FEBRUARI 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGU%

%" DEKA DIANA




Lampiran Keputusan Ketua
Nomor :W5-U9/ 330 /K

Pengadilan Negeri Sarolangun
P.00.3/2/2022

Tanggal : 15 FEBRUARI 2022

No NAMA JABATAN BIDANG PENGAWASAN

1. | RAYMON HARYANTO, SH Hakim Koordinator Pengawasan /
Kepaniteraan Pidana

2. | TUMPAK HUTAGAOL, SH Hakim Kepanteraan Perdata

3. | M. YULI SETIAWAN, SH Hakim Kepaniteraan Hukum

4, | YOLA NINDIA UTAMI, SH Hakim Sub Bagian Umum dan Keuangan

5. | REINDRA JASPER H. SINAGA, SH Hakim S Bagian + emmeanaan, Tian

Pelaporan
6 Hakim Sub Kepegawaian, Organisasi dan
" | DZAKKY HUSSEIN, SH Tata Laksana

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN/Q\




-

MAHKAMAH AGUNG R.I.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP 1261/DJU/OT.01.3/12/2018

TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018

TGL. REVISI o

TGL. EFEKTIF 03 Januari 2019

DISAHKAN OLEH

~~——=Rjrektur Jenderal
"/, “*Badan,Peradilan Umum

‘- HERAL $?NANTORO

i

NAMA SOP

\" 4 :
\v-.:j --ﬁnEi;Al_;Ulj_mEJ'A PENGADUAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA: =~

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkamah Agung RI

3. Perma Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan(Whistleblowing System) Di
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada
Dibawahnya.

4. Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
:026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

6. SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan_Pengawasan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan

it

1. 82
2. 51
3. SLTA

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penanganan Delegasi dari BAWAS Tentang Tindak
Lanjut Pengaduan
2. SOP Subag IT dan Pelaporan

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Buku agenda surat masuk

Register Pengaduan

Formulir-formulir Penanganan Pengaduan
7. Aplikasi SIWAS

ook wp =

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan
pengaduan tidak terlaksana

Dokumen pengaduan

Halaman 1 dari 2

SOP PENANGANAN PENGADUAN




Pelaksana Mutu Baku Ket.
- Petugas Panmud Panitera Ketua / Persyaratan/ Waktu Output
No Aktivitas Meja Hukum Wakil Ketua Perlengkapan
Pengaduan
1 [Menerima Buku register Pengaduan
pengaduan ( } pengaduan telah
tertulis/elektronik Formulir 20 Teregister
menghadap pengaduan menit
langsung dan ATK
meregister
pengaduan
2 |Menerima surat Buku register Berkas
pengaduan dari » I I pengaduan pengaduan
meja Formulir lengkap
pengaduan & pengaduan 15
informasi dan Lembar menit
meneruskan ke Disposisi
Ketua SIWAS
Pengadilan ATK
3 |Mengklasifikasi Berkas Hasil disposisi |Ditindak
pengaduan dan Pengaduan Ketua lanjuti
memberikan Jj Lembaran Pengadilan atau
disposisi 7 L Disposisi Surat 10 diarsip
. Pengaduan menit kan
tindaklanjut ATK
pengaduan
4 | Menindaklanjuti Lembar Disposisi
disposisi Ketua I:—" disposisi Ketua
Pengadilan — pimpinan 10 Pengadilan
Berkas menit | ditindaklanjuti
Pengaduan
ATK
5 [Menginput Lembar Pengaduan
pengaduan disposisi terinput
kedalam < pimpinan 20 kedalam
SIWAS — Berkas menit | SWAS
Pengaduan
SIWAS
ATK
6 |Memberikan ; Berkas Pemohon
Nomor PIN t Pengaduan 10 mendapatkan
kepada j SIWAS menit | Nomor PIN
Pengadu ATK Pengaduan
7 |Pengarsipan Berkas Berkas
é Pengaduan 10 pengaduan
ATK menit | telah
diarsipkan

Halaman 2 dari 2
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